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ABSTRACT

This study examines the application (zazbigiy) of the objects of digital economic transactions through the method
of tabqiq al-manat. The objects of digital economic transactions differ significantly from those of classical, non-
digital economic transactions in terms of form, utilization, ownership, and transfer. In classical figh, zabqiq al-
manat focuses solely on a physical, non-digital approach. Therefore, an update to fabqiq al-manat is necessary to
ensure it remains aligned with the development and existence of the objects of digital economic transactions.
By combining the approaches of usu/ figh and figh muamalah to three types of digital economic transaction
objects, this paper finds that zabqiq al-manat regarding digital economic transaction objects must be adapted to
the development and existence of economic transaction objects on various digital platforms. This adaptation
concerns not only the operational systems involved in the process of digital economic transactions from start
to finish but also the regulations governing the existence of the objects of digital economic contracts. As a key
finding, this paper asserts that the objects of digital economic contracts are considered manjud, even though
regulations classify them as intangible movable property. These objects are utilized and transferred legally in
the digital world (fagabud hukmiy). This finding underscores the necessity of simultaneously applying an
understanding of the context of digital technology, relevant regulations, and figh theory in the process of fahgiq
al-manat regarding the subject matter of digital economic transactions.

Keywords : Tuhqiq al-Manat,; Digital Economy; Islamic Contract Law; Digital Assets; Islamic Legal Theory

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji upaya tathbiqiy objek transaksi ekonomi digital melalui metode #abgiq al-manat. Objek
transaksi ekonomi digital memiliki perebdaan secara siginifikan dengan objek transaksi ekonomi klasik yang
non digital, dari sisi wujud, pemanfaatan, kepemilikan, hingga pengalihannya. Tahqiq al-manat dalam figh klasik
hanya terfokus pada pendekatan fisik non digital. Oleh karenanya diperlukan pembaruan zabgiq al-manat agar
tetap selaras dengan perkembangan dan eksisten objek transaksi ekonomi digital. Dengan mengkombinasikan
pendekatan usu/ figh dan figh muamalah terhadap tiga jenis objek transaksi ekonomi digital, tulisan ini
menemukan bahwa Zabqgiq al-manat terthadap objek transaksi ckonomi digital harus disesuaikan dengan
perkembangan dan eksistensi objek transaksi ekonomi pada berbagai platform digital. Penyesuaian ini tidak
hanya menyangkut sistem operasional yang bersangkut paut dalam proses objek transaksi eknomi digital dari
awal hingga akhir, namun juga berkaitan dengan regulasi yang menyertasi keberadaan objek akad ekonomi
digital. Sebagai temuan utama, tulisan ini menegaskan bahwa objek akad ekonomi digital sebagai objek zzawjiid,
meskipun menurut regulasi objek transaksi ekonomi digital disebut sebagai harta bergerak tak berwujud. Objek
tersebut dimanfaatkan maupun diserahterimakan secara hukmiy di dunia digital (fagabud hukmiy). Temuan ini
menekankan keharusan kombinasi pemahaman terhadap konteks teknologi digital, regulasi terkait, dan teori
figh secara simultan dalam proses zabqiq al-manat terhadap objek transaksi ekonomi digital.

Kata Kunci: tabgiq al-manat, ekonomi digital, hukum akad islam, aset digital, teori hukum islam
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INTRODUCTION

Objek transaksi ekonomi berkembang seiring perubahan dan perkembangan
pengetahuan dan teknologi manusia (Mahera & Suryadi, 2025). Dalam figh klasik, objek akad
ekonomi hanya berkenaan dengan objek fisik yang diidentifikasi dengan panca indera secara
langsung (Al-Malibariy, 2004). Sementara di era kontemporer, objek transaksi ekonomi
bertambah pada objek akad ekonomi digital yang berbeda karakterisitknya dengan objek fisik
(Munandar & Fahrurrozi, 2025). Figh klasik mencontohkan objek transaksi ekonomi
kebendaan seperti rumah, emas, perak, jasa tenaga manusia dan manfaat rumah (Ramadani,
2018). Sementara di era kontemporer terdapat objek non fisik seperti berbagai jenis hak
kekayaan intelektual (Damarsasongko, 2023). Kemudian juga hadir objek akad digital seperti
pulsa telepon, kuota internet, token listrik, game online, uang elektronik, dan lainnya (Saputra
& Trisnawati, 2025). Fakta tersebut menunjukkan terjadinya pegerseran dalam ontologi objek
transaksi ekonomi.

Hal tersebut beriringan dengan perdebatan konsep harta (a/-7al) dalam figh, terutama
berkenaan dengan intangible assets yang eksis di era teknologi digital (Ipando et al., 2025).
Ulama figh klasik mengidentifikasi bahwa a/dl harus memenuhi kriteria dapat dimiliki,
disimpan, dan dimanfaatkan. Juga dipahami bahwa mayoritas ulama figh klasik
memfokuskan pada aspek ‘@iniyah (tangible) untuk dikategorisasikan sebagai a/-mal (Zuhaily,
1984). Meskipun demikian, dengan klasifikasi ini zangible assets dan intangible asset bisa
dimasukkan dalam kategori almal, sebab intangible asset memungkinkan untuk dimiliki,
disimpan, dan dimanfaatkan secara jelas (Ipando et al., 2025). Hanya saja, ulama figh
Hanafiyah klasik memberikan kriteria ketat bahwa a/-zal hanya berlaku untuk segala yang
bersifat ‘@zniyah saja, dimana dengan kriteria ini intangible assets tidak bisa dimasukkan sebagai
al-mal (Tahir et al., 2025) .

Ketidakjelasan status figh objek akad ekonomi digital tersebut perlu ditanggapi dengan
metode yang tepat agar diperoleh kejelasan status hukumnya. Tabgiq al-manat menjadi salah
satu metode ijtihad dalam menyikapi perkembangan kekinian yang berkelit kelindan dengan
perkembangan teknologi digital (Kacir, 2022). Dalam hal objek transaksi ekonomi, di satu
sisi tahqiq al-manat memungkinkan identifikasi fakta dan permasalahan baru yang terus
berkembang (Farag, 2020). D1 sisi lain, objek transaksi ekonomi terus berkembangan seiring
dengan perkembangan dan pemanfaatan teknologi digital di dalamnya. Di masa lampau zabgiq
al-manat dipakai untuk mengidentifikasi objek transaksi ekonomi yang berupa fisik dan (atau)

jasa atas kemampuan manusia (Syarir, 2019). Namun di era perkembangan teknologi digital,
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objek transaksi tidak hanya berupa benda fisik dan tenaga manusia, tapi juga berupa benda
digital non fisik dan jasa yang bersifat digital elektronik (Hdnninen, 2020). Proses fabqiq al-
manat terhadap objek transaksi ekonomi yang eksis bersamaan dengan perkembangan
teknologi digital menjadi sebuah keniscayaan.

Kajian tahqiq al-manat pada al-furi’ atau persoalan baru terus berkembang seiring
perkembangan zaman dan peradaban. Fuqaha menjadikan zabqiq al-manat sebagai metode
perumusan figh terhadap hal-hal baru yang tidak ditemukan di era sebelumnya (Mubarak &
Mahftudz, 2024). Metode tahqiq al-manat dirasa penting untuk memastikan keselarasan figh
baru dengan %/at yang dirumuskan dari sumber pokok ajaran Islam (az-Zubaidi, 2014).
‘Amidi, Ibnu Qudamah, dan al-Qarafi secara tegas menempatkan Zahqgiq al-manat sebagai
metode untuk mengidentifikasi keberadaan %/t pada kasus-kasus tertentu yang muncul pada
masa itu. Demikian juga at-Thufi dan Ibn Subki yang menggunakan metode fahqgiq al-manat
untuk mengidentifikasi keberadaan %/ah pada al-furi.

Kajian-kajian belakangan berkenaan dengan objek transaksi ekonomi digital belum
menyinggung secara utuh untuk mendekatinya dengan perspektif zabqgig al-manat. Kajian
tentang NFT (Non Fungible Token) misalnya, tulisan Much. M. Fahmi menyatakan transaksi
NFT sah apabila memenuhi mandi’ al-‘agd dan maball al-‘aqd, yaitu objek jelas dan bebas
gharar (Fahmi, 2023). Adapun Ipando et al. menegaskan keabsahan kepemilikan NFT melalui
teoti al-milkiyyah (Ipando et al., 2025), sedangkan Fadzil dan Busari menambahkan ketentuan
persyaratan mal, tagawwum, dan gabd serta mengingatkan potensi #aysir dalam NFT (Fadzil &
Busari, 2024). Kajian oleh Selim, Boudkhil, dan Hasshan et al, menyimpulkan status hukum
NFT masih ijtthadi dan sangat bergantung pada kejelasan aset dan akad (Selim,
2023)(Boudkhil, 2025)(Hasshan et al., 2026). Selanjutnya kajian tentang kripto, Dwi et al.
berpandangan bahwa kripto dapat digolongkan sebagai objek zakat jika memenuhi nisab dan
haul sesuai ketentuan Bappebti No. 5/2019 (Dwi et al., 2025). Juga kajian oleh Faizi yang
mengkritisi status halal-haram dan fungsi kripto sebagai mata uang (Faizi, 2023), sementara
Ibrahim et al. serta Masithoh & Hambali mengkategorikan kripto sebagai mal mutagawwim
(Ibrahim et al., 2024)(Masithoh & Hambali, 2022). Kajian lainnya, pendekatan magasid al-
shari‘ah digunakan Prayitno & Multazam dan Al-Habshi & Munir untuk membandingkan
regulasi di Indonesia, Malaysia, dan UEA berkenaan dengan pengaturan aset kripto (Prayitno
& Multazam, 2026)(Al-Habshi & Munir, 2026). Adapun kajian tentang aset digital dan hak
kekayaan intelektual, bisa dilihat pada uraian Nadiaturrahmi dan Tarmidzi et al. (2025) yang

menempatkan hak cipta sebagai al-hugng al-maliyah yang dilindungi syariah (Nadiaturrahmi,
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2025)(Tarmidzi et al., 2025). Sementara itu, Dewi et al. menganalisis aset digital dengan
ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 159/DSN-MUI/VI1/2024 tentang al-mal al-musytarak
dan relevansinya pada transaksi digital (Dewi et al., 2025).

Penelitian ini bertujuan melengkapi kajian objek transaksi ekonomi digital yang sudah
ada dengan menganalisisnya dalam perspektif zahgiq al-manat dan melihat sejauh mana
kemungkinan penyesuaian metode 7ahqiq al-manat untuk diterapkan menganalisis kasus lain
berkenaan dengan teknologi digital. Inti pertanyaan penelitian adalah apakah objek transaksi
ekonomi dalam transaksi digital sejalan dengan prinsip-prinsip akad yang telah dirumuskan
dalam figh klasik. Juga perspektif apa yang memungkinkan untuk melihat prinsip-prinsip
tersebut terus digunakan dan dikembangkan di masa depan. Lebih lanjut tulisan ini
berpendapat bahwa kepatutan pengembangan objek akad ekonomi tidak cukup didekati
secara normatif tekstualis. Namun yang terpenting adalah bagaimana nilai dan substansi
utama dalam berakad yang sejalan dengan magaysid syari’ah terus menerus dipraktekkan dan
diimplementasikan dalam berbagai model, fisik maupun non fisik. Dengan demikian, artikel
ini berupaya memberikan kontribusi pada wacana pengembangan metode zabgig al-manat

dalam transaksi ekonomi berbasis teknologi digital yang tetap dalam bingkai syar’i.

RESEARCH METHOD

Kajian ini memakai pendekatan penelitian normatif doktrinal yang menjadikan wsu/ figh
dan figh muamalah sebagai indikator utamanya. Objek material berupa pendapat ulama wsu/
figh berkenaan dengan zabqiq al-manat, pendapat ulama figh mengenai persyaratan objek akad
ckonomi, dan pendapat ahli terkait objek transaksi ekonomi digital menjadi satu kesatuan
analisis yang berkaitan satu sama lain untuk memperoleh pemahaman utuh hubungan
diantara ketiganya. Tabqiq al-manat menjadi metode penghubung antara persyaratan objek
transaksi ekonomi yang telah disusun ulama terdahulu dengan realitas kekinian dalam rupa
objek transaksi ekonomi digital. Dengan kata lain, objek material dalam rupa objek transaksi
ekonomi digital coba dipahami, diinterpretasi, dan diklasifikasikan dengan kacamata
substansi hukum Islam menurut pendapat ulama figh.

Atas dasar itu, penelitian ini berupaya menggambarkan eksistensi objek transaksi
ekonomi digital dengan kacamata persyaratan objek transaksi ekonomi dalam figh muamalah
dengan kerangka tahgiq al-manat. Oleh karenanya pendekatan normatif doktrinal dipakai
untuk menilai kesesuaian substansi hukum diantara objek transaksi ekonomi dalam figh

klasik dan perkembangan teknologi digital. Lebih jelasnya, objek utama dalam penelitian ini
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difokuskan pada tiga jenis objek ekonomi berbasis teknologi digital, yakni objek transaksi
digital kebendaan, objek transaksi digital jasa, dan uang elektronik. Ketiganya dianalisis dalam
kerangka tahqiq al-manat dengan alat analisis persyaratan objek transaksi ekonomi menurut
ulama figh.

Material utama dalam penelitian ini terdiri atas dokumen hukum primer dan sumber
sekunder. Materi hukum primer yang dimaksudkan berupa substansi hukum berkenaan
dengan tabqiq al-manat dan persyaratan objek transaksi ekonomi yang termaktub dalam kitab
figh klasik dan kontemporer. Adapun sumber sekunder yang dimaksudkan berupa kajian
ilmiah para ahli berkenaan dengan eksistensi objek transaksi ekonomi berbasis teknologi
digital yang sudah tersaji dalam rupa buku, artikel jurnal, hingga berita online. Oleh karena
itu data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur yang
menginformasikan tentang zabqiq al-manat, persyaratan objek transaksi ekonomi, dan
perkembangan objek transaksi ekonomi berbasis teknologi digital.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan riset kepustakaan, menyesuaikan
dengan material yang dibutuhkan. Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis dengan analisis
konten kualitatif yang dilengkapi dengan penalaran doktrinal terstruktur. Tiga tahap
dilakukan dalam proses analisis tersebut. Pertama, memetakan keberadaan tabgig al-manat,
subtansi hukum (persyaratan) objek transaksi ekonomi, dan objek transaksi ekonomi digital
sebagai variabel dalam kerangka pengembangan dan perkembangan hukum Islam. Kedua,
mengidentifikasi substansi hukum (a/manaf) dalam objek transaksi ekonomi berbasis
teknologi digital. Ketiga, menguji kesesuaian substansi hukum dalam objek akad ekonomi
digital dengan persyaratan keabsahan objek transaksi ekonomi menurut figh. Pada akhirnya,
diambil kesimpulan atas tahapan analisis tersebut untuk mengetahui kesesuaian diantara
objek transaksi ekonomi menurut figh klasik dengan objek akad ekonomi kontemporer versi

teknologi digital.

FINDINGS AND DISCUSSION
Diskursus Tahqiq al-manat dan Objek Transaksi Ekonomi dalam Figh

Tahqiq al-manat merupakan satu metode untuk mengidentifikasi keberadaan %/ah pada
masalah baru (a/-furi’). Tahqiq al-manat berbeda dengan gzyas yang lebih menitikberatkan pada
penggalian 7/ah antara as/dan furi’. Bisa dikatakan bahwa gsyas dilakukan dengan pendekatan
induktif sementara fahgig al-manat diupayakan dengan pendekatan deduktif (Hasanudin,

2024). Sebagaimana dikatakan as-Syathibi, fabqiq al-manat berusaha menetapkan hukum
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berdasarkan prinsip yang sudah diketahui dengan menelaah ulang objeknya (al-Syatibi, 1997).
Hampir senada, ‘Amidi berpandangan bahwa ‘ahgiq al-manat berupaya memastikan
keberadaan %/ah pada masalah dengan mengacu pada %/ab yang sudah diketahui sebelumnya
(al-Amidi, 1981). Diperkuat oleh at-Thufi bahwa fabqiq al-manat adalah memastikan eksistensi
Ulab al-hukm pada al-far’ (at-Tufiy, 1987). Oleh karenanya, dipahami oleh ulama kontemporer
bahwa fahqgiq al-manat merupakan upaya menerapkan sebab hukum #/ijy pada berbagai hal
yang tergolong juz 7y atau al-far’ untuk dipraktekkan dengan memastikan kesamaan %/ab al-
hukm antara ag/ dan far’ (Syarir, 2019).

Dalam prakteknya, ulama berbeda pandangan dalam implementasi zzhqiq al-manat.
Yang satu memfokuskan pada penelususran %lah al-hukm pada al-far’ atau juz’iyyat saja,
sementara yang lain mengupayakan penggalian %/ab al-hukm pada as/ dan far’. Juga yang
berkeinginan zabqiq al-manat sampai pada fathiq al-huksm. al-‘Amidi (al-Amidi, 1981), al-Qarafiy
(al-Qarafiy, 1973), Isnawi (al-Isnawi, 1999), Ibn subki (Ibn Subkiy, 1984), dan az-Zarkasyi
(az-Zarkasyi, 1994) termasuk ulama yang mencukupkan dan meringkas zabqiq al-manat dengan
menckankan pada penetapan %lab al-hukm pada al-far ‘atau jug iyyat yang dikaji. Adapun Ibn
Qudamah (Ibn Qudamah, 2002) dan at-Thufi (at-Tufiy, 1987) menckankan prosedur Zahgig
al-manat pada penentuan %lah al-hukm yang sudah eksis untuk kasus tertentu dan upaya serius
memastikan eksistensi #ah al-hukm yang ada pada kasus lain. Sementara as-Syathibi (al-
Syatibi, 1997) memperluas prosedur fahgiq al-manat hingga pada penerapan makna
keseluruhan pada juz’iyyah yang diinginkan. Yang jelas, fahgig al-manat merujuk pada %/ab
yang sudah dirumuskan sebelumnya untuk diterapkan pada a/far’ yang hadir kemudian
(Misdawati & Islamy, 2022).

Adapun dalam hal objek transaksi ekonomi, ulama terdahulu mengidentifikasi jenis
dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam rupa nagariyah dan (atau) kaidah-kaidah figh
tertentu. Objek akad ekonomi dibagi menjadi dua jenis, ‘ainan maliyah (harta kebendaan) dan
manfa atan (jasa) (Zuhaily, 1984). Dalam objek akad ekonomi tersebut ditentukan persyaratan
yang harus dipenuhi. Wahbah Zuhaily menyebutkan empat persyaratan berikut; eksis saat
ditransaksikan, selaras dengan syariat, dapat disertahterimakan, dan diketahui secara jelas
kedua belah pihak yang berakad (Zuhaily, 1984). Empat persyaratan tersebut selaras dengan
apa yang diutarakan Abd Karim Zaidan dalam a/-Madkhbal li Dirasab as-Syari'ab al-Islamiyah
(Zaidan, 2005). Adapun Muhammad Abu Zahrah meringkas persyaratan objek akad
ekonomi menjadi dua macam; objek akad selaras dengan ketentuan hukum akad dan

terhindar dari garar yang menyebabkan perselisithan (Zahrah, 1996). Menurut Ipando et al,
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objek akad ekonomi harus memenuhi kriteria tersebut untuk dikatakan absah dan sesuai
dengan syariah dengan pertimbangan % yang menyertai (Ipando et al., 2025).

Prinsip utama yang senada dengan %ah al-hukm dalam hal objek akad ekonomi juga
tampak dalam kaidah figh terkait. Sebagai rangkuman atas ketentuan figh objek akad
ekonomi, kaidah figh menggambarkan dan mewakili prinsip hukum yang dikehendaki
selaiknya %ab al-hukm (H. Ahmad, 2018). Kaidah fiqh a/-‘agd ‘ala al-a’yan ka al-‘aqd ‘ala
manafi'tha (akad pada kebendaan selaiknya akad terhadap manfaat yang terkandung di
dalamnya) menunjukkan objek akad harus memiliki manfaat yang jelas (al-Zuhaily, 20006).
Juga ada kaidah /Za yatimmn at-tabarra’ illa bi al-qabd (akad tabarrn’ dinilai sempurna dengan
penyerahan barang) yang mengindikasikan pemindahan kepemilikan objek akad diantara para
pihak yang berakad (az-Zarqa, 1989). Ada pula kaidah /a yajiizu li abadin an yataSarrafa fi milk
al-gayr bi la %nih (seseorang tidak boleh mentraksaksikan barang yang bukan miliknya tanpa
izin) menunjukkan keharusan objek akad harus dalam kepemilikan penuh untuk boleh
ditransaksikan (Haidar, 1991). Kaidah yang berkaitan dengan kepemilikan objek akad juga
tampak dari kaidah figh alamr bi at-tasarruf fi milk al-gayr batil (perintah mentransaksilan
kepemilikan orang lain dianggap batal) (al-Zuhaily, 2006). Oleh karenanya kaidah figh
berkaitan dengan objek transaksi ekonomi bisa menjadi sarana untuk mengetahui prinsip
hukum atau %Jab al-hukm yang dibutuhkan dalam zabgiq al-manat.

Objek transaksi ekonomi sendiri mengalami perubahan seiring dengan perkembangan
teknologi digital dan pemakaiannya dalam aktifitas ekonomi, baik berupa kebendaan maupun
jasa (Ha, 2023). Objek ekonomi kebendaan yang dimaksud tidak hanya berupa benda fisik
yang digitalisasi, tapi juga hasil karya berupa informasi elektronik digital yang dipandang dan
diakui memiliki nilai komersial (Hui, 2013). Platform teknologi digital juga menyediakan jasa
elektronik digital dengan berbagai variannya (Vasilieva, 2020). Pada aspek kebendaan
elektronik digital, dikenal produk konten laiknya musik, e-book, film streaming, dan lisensi
software (Bhattacharjee et al., 2011). Sementara pada aspek jasa elektronik digital dikenal
layanan berlangganan ke platform tertentu yang menyediakan audio dan (atau) video (Coelho
Rodrigues, 2022). Di samping itu juga hadir layanan terhadap barang fisik yang difasilitasi
platform digital. Berbagai produk digital tersebut menunjukkan pergeseran sifat komoditas
benda yang awalnya hanya berupa fisik beralih pada representasi nilai digital (Capello et al.,
2023).

Hal serupa berlaku terhadap alat tukar yang dipakai dalam transaksi digital. Pada masa

dimana teknologi digital belum mewarnai aktifitas manusia, uang logam dan uang kertas

Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam | Vol. 10 No. 3 (September 2026) |
1104



menjadi penentu nilai terhadap objek akad. Sementara saat ini, uang diwakili dengan nominal
tertentu yang tersimpan dalam platform digital dengan sebutan uang elektronik (Nishibe,
2022). Di era teknologi digital, awalnya bukti pembayaran bisa berupa transfer sejumlah uang
antar rekening (Vasilieva, 2020). Kemudian berkembang dengan ditemukannya mesin ATM
beserta kartunya, yang bisa digunakan sebagai metode pembayaran (Konheim, 2016).
Terakhir, dikembangkan dompet digital yang memungkinkan seseorang melakukan
pembayaran dengan cukup memindahkan nominal tertentu yang tersimpan di dompet digital
(Do et al., 2025). Alat tukar turut mengalami penyesuaian dengan perkembangan teknologi
digital terkini.

Transformasi objek transaksi ekonomi dalam ranah digital di atas dipandang beragam
menurut kacamata hukum Islam. Menurut kajian Tahir et al., ulama kalangan hanafiyah
kontemporer, dengan pertimbangan %sfkontemporer, berpendapat bahwa aset digital dinilai
selaras dengan konsep a/-mdl manakala aset digital tersebut dicatat dalam register hukum yang
memastikan ketetapan eksistensinya, mirip dengan properti fisik. Berbeda dengan ulama
Hanafiyah klasik yang hanya melihat konsep al-al pada tangible asset saja. Sementara ulama di
kalangan ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan hanabilah sejak dulu berpandangan bahwa suatu
barang memenuhi syarat sebagai almal jika barang tersebut memberikan manfaat dan
memiliki nilai ekonomi, terlepas dari bentuk fisiknya (Tahir et al., 2025). Sejalan dengan kajian
Mansoor & Inam yang menyatakan bahwa aset digital selaras dengan konsep a/-mal dengan
memberikan pengecualian pada pengembangan mata uang kripto sebagai alat tukar di dunia
digital (Mansoor & Inam, 2025).

Demikain juga dalam hal kepemilikan, pemanfaatan dan pengalihan kepemilikan aset
digital. Kepemilikan aset digital salah satunya bisa diketahui dengan merujuk siapa firsz creator
dari aset digital tersebut. Atau dalam konteks tertentu siapa yang kali pertama mengunggah
aset digital di dunia digital. Mekanisme tersebut bisa diidentifikasi lewat sistem blokchain yang
ada (Singh et al., 2025). Di luar itu, pihak lain bisa jadi hanya berhak atas pemanfaatan aset
digital tersebut, baik secara gratis maupun berbayar. Menurut kajian Busari et al., transfer
kepemilikan aset digital dipandang tidak jelas atau ambigu antara menggunakan akad a/-bay’
(ual beli) atau zarah (persewaan). Sebab menu yang tersedia berbunyi beli, namun
kenyataannya hanya berefek pada hak ases atas pemanfaatan aset digital tersebut yang lebih
dekat dengan term sewa (Busari et al., 2023).

Transformasi dalam ranah digital juga berlaku pada aspek gabd dari satu pihak kepada
pihak lain sebagai akibat dari akad tertentu yang digunakan. Figh klasik mendefinisikan gabd,,
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dalam akad jual beli, sebagai tindakan menguasai objek akad jual beli. Indikator utama gabd
konvensional adalah adanya kontrol fisik. Di sisi lain, hukum Islam membolehkan pula
bentuk penguasaan non-fisik untuk barang yang sulit diserahkan secara material. Oleh karena
itu, dalam sistem transaksi keuangan digital misalnya, pengalihan kepemilikan tidak lagi harus
fisik dari tangan ke tangan, melainkan cukup melalui catatan resmi, administrasi rekening,
atau entri elektronik yang memiliki kekuatan hukum. Istilah yang digunakan untuk hal ini
adalah gabd hukmi atau tagabud hukmi, yang secara yuridik disamakan kedudukannya dengan
penyerahan aktual fisik. Karena sifatnya yang non-fisik, konsep fagabud hukmi bisa menjadi
landasan utama dalam legalitas transaksi aset digital (Asyiqin et al., 2026).

Varian Objek Transaksi Ekonomi Digital

Objek transaksi ekonomi digital meliputi tiga unsur, aset ekonomi kebendaan digital,
aset ekonomi digital jasa, dan uang elektronik. Berkaitan dengan unsur yang pertama, aset
ekonomi kebendaan digital bisa berasal dari aset fisik yang didigitalisasi atau asset digital
virtual yang dibuat menggunakan teknologi digital dan memiliki nilai ekonomi tertentu. Pada
jenis pertama, dokumen, gambar, audio, atau video yang awalnya berupa data fisik diproses
menggunakan metode tertentu sehingga beralih menjadi asset digital virtual (Bursi¢ &
Stanci¢, 2019). Sementara pada jenis kedua, dokumen, gambar, audio, atau video sejak awal
diproses menggunakan peralatan digital yang menghasilkan aset digital virtual (Durigka et al.,
2024). Asset digital berbasis hak (property righ?) laiknya e-book, hak cipta atas musik atau video,
dan software yang disimpan dalam bentuk digital termasuk jenis yang pertama (Yang, 2025).
Adapun untuk jenis yang kedua bisa ditemukan dalam rupa aset kripto, token non-fungible
(NFT), dan akun-data komersial (Wyczik, 2025). Kedua jenis tersebut diakui sebagai aset
digital yang bernilai ekonomi dan dapat ditransaksikan. Pun diakui dalam ranah hukum
bahwa aset digital kebendaan dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana ketentuan
dalam aset fisik (Pilch, 2005).

Pemanfaatan aset digital tersebut terbatas dengan menggunakan platform digital
tertentu. Dalam hal aset digital berupa video, dikenal tiga model pemanfaatan yang saat ini
berkembang, SVOD (subscription video on demand) dimana pengguna membayar langganan
dalam waktu tertentu, AVOD (Adbvertising video on demand), pengguna tidak dikenai fee tapi
diselingi iklan, dan TVOD (Transaction video on demand), pengguna menyewa per judul film
tertentu (The Economic Impact of the Screen Industry in Indonesia - an Opportunity, 2023).
Demikian juga dengan aset digital berupa audio seperti musik, didistribusikan melalui

platform streaming yang telah didaftarkan pada digital service provider (IDSP), seperti pada Spotify
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dan Youtube Music (Habibi & Irwansyah, 2020). Melalui DSP, audio yang telah diunggah
bisa di-streaming atau di-download, baik yang langganan berbayar atau tanpa bayar dengan
diselingi iklan (Hearn, 2017). Skema berbayar atau tidak berbayar juga dipakai dalam
pemanfaatan aset digital dokumen seperti e-book. Disini juga dikenal model monetisasi dan
penjualan dalam bentuk download dokumen melalui platform khusus, seperti yang disediakan
Amazon, Gramedia digital, dan Google play books (Carreiro, 2010). Bisa dipahami
bagaimana penyedia platform aset digital menyediakan konten dokumen, audio, atau video
dengan skema free atau berbayar untuk dimanfaatkan oleh pengguna.

Aset kebendaan digital diakui sebagai hak milik pembuatnya dan dapat dialihkan
kepemilikannya, melalui jual beli, pewarisan, hibah atau hadiah, dan pemberian lisensi dan
transfer hak cipta. Untuk aset kreatif yang dilindungi hak cipta, seperti video, musik, dan e-
book, pengalihan dilakukan secara formal dalam perjanjian tertulis yang secara tegas
menjelaskan adanya perubahan pemilikan atau pemberian lisensi (Damarsasongko, 2023).
Pencatatan perubahan pemilikan berarti terjadi pemindahan kepemilikan dari ¢reator kepada
pihak lain, baik dalam bentuk hibah atau jual beli. Sementara pemberian lisensi berarti
pemberian hak kepada pihak lain untuk menggunakan atau mendistribusikan dalam batas
tertentu tanpa adanya pemindahan kepemilikan (Murray, 2023). Sudah barang tentu
pengalihan hak kepemilikan atau lisensi terkait aset kebendaan digital berimplikasi pada
timbal nilai ekonomi bagi para pihak yang terkait (Terras et al., 2024).

Unsur kedua berkenaan dengan objek transaksi ekonomi jasa digital. Aset digital jasa
merupakan objek akad ekonomi digital dalam bentuk produk jasa. Dalam arti produk yang
dihasilkan berupa jasa atau layanan digital tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna
atau konsumen (Vargo et al., 2023). Seperti penyediaan jasa perangkat lunak dengan cara
langganan yang disediakan oleh Adobe Creative Cloud, Zoom, atau Microsoft 365
(Ciptaningtiyas et al., 2025). Nilai ekonomi dari produk digital tersebut terletak pada
pembaruan fitur secara rea/-time dan penyimpanan data pada coud (Wang et al., 2025). Produk
jasa digital lainnya berupa Jasa Platform Berbasis Lokasi (On-Demand Services). Produk digital
ini memungkinkan keterkaitan layanan digital dengan layanan fisik (Lombardo et al., 2024).
Bisa dicontohkan pada platform penyedia Jasa transportasi online (GoRide/Grab), jasa
pengantaran makanan, hingga jasa kebersihan rumah. Disini platform berfungsi sebagai
intermediary (perantara) yang memproses pembayaran dan mencocokkan suplai (penyedia jasa)
dengan permintaan (konsumen) (Ortino, 2022). Juga hadir produk digital jasa pendidikan dan

pelatihan (E-Learning) yang menawarkan jasa pengajaran dalam format digital interaktif,
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seperti webinar eksklusif, kursus di Udemy/Ruangguru, hingga bimbingan belajar privat via
video call (Jia & Yang, 2022). Produk digital jasa yang paling populer bisa ditemukan pada jasa
keuangan digital (Fintech). Produk digital ini menggantikan peran lembaga keuangan
tradisional melalui teknologi digital, seperti jasa pembayaran (e-wallet), jasa pinjam-
meminjam (P2P Lending), hingga jasa penasihat investasi otomatis (robo-advisor) (Sudaryo et
al., 2020).

Proses transaksi produk digital jasa seluruhnya dilakukan secara digital, mulai dari
pemesanan hingga pemenuhan jasa yang disepakati dan pembayarannya (Widyastuti et al.,
2024). Transaksi dimulai dengan konsumen mengunjungi platform atau website yang
menyediakan layanan jasa digital dan memilih jasa yang diinginkan. Penyedia jasa memproses
pilihan konsumen disertai informasi pilihan mekanisme pembayaran yang disediakan melalui
sistem digital. Selanjtunya jasa diserahkan kepada konsumen dalam bentuk digital (Sari, 2025).
Dalam hal platform penyedia layanan video dan (atau) audio, maka video dan (atau) audio
bisa dinikmati pada platform penyedia (Evens et al., 2024). Atau penyedia jasa layanan
transportasi, akan segera mencarikan driver yang sudah terhubung dengan platform dengan
kejelasan informasi perkiraan kedatangannya (Wijaya et al., 2025). Termasuk pula dalam hal
layanan fintech, maka dana yang dikehendaki bisa segera ditransfer kepada berbagai pihak
terkait melalui transfer digital (Moro-Visconti & Cesaretti, 2023). Seluruh proses transaksi
objek jasa digital terekam secara presisi dalam platform digital (Derave et al., 2024).

Jangka waktu pemanfaatan objek jasa digital bervariasi sesuai dengan jenis kontrak atau
kesepakatan antara penyedia dengan konsumen. Bisa berupa model berlangganan
(subscription), model berbasis penggunaan (pay per use), atau lisensi permanen (perpetual license)
(Sariana et al., 2025). Pada model berlangganan, akses diberikan dalam jangka waktu tertentu,
misalnya seminggu, sebulan, atau setahun, selama periode pembayaran aktif (Syarizka, 2022),
seperti layanan streaming film aplikasi Netflix dan layanan penyimpanan google drive.
Sementara pada model pay per use, pemanfaatan bergantung pada habisnya kuota data atau
pemenuhan layanan (Chakrabarti et al., 2022), seperti jasa akses internat, token listrik, dan
jasa transportasi online. Ketentuan berbeda berlaku pada mode lisensi permanen dimana
konsumen bisa menggunakan atau memanfaatkan produk digital selamanya dengan sekali
bayar, seperti game digital atau jasa desain digital. Dalam hal ini konsumen hanya berhak
memanfaatkan produk digital tanpa adanya pengalihan kepemilikan (Moro-Visconti &

Cesaretti, 2023).
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Unsur yang ketiga dalam obyek transaksi ekonomi digital berupa uang elektronik. Uang
elektronik menjadi bagian dari objek ekonomi digital sebagai alat pembayaran. Penyedia
platform digital, konsumen atau pelanggan, dan pihak lain yang terkait menerimanya sebagai
instrumen pembayaran tanpa harus bertatap muka (Tazkiyyaturrohmah, 2018). Uang
elektronik dikelola secara elektronik pada server yang terenskripsi dengan keamanan khusus
yang berfungsi sebagai penyimpanan nilai moneter. Penyimpanan tersebut berwujud menjadi
saldo digital yang tersimpan dalam platform bernama dompet digital (e-wallet) (Noftiani &
Wira, 2024). Eksistensinya dalam bentuk digital memudahkan untuk mobilitas transaksi
ekonomi dan mempersempit peluang kehilangan nilai moneter. Keterhubungannya dengan
internet turut menjadikan uang elektronik sebagai fondasi pertumbuhan transaksi ekonomi
berbasis teknologi digital. Oleh karenanya, uang elektronik menjadi bagian tak terpisahkan
dengan objek transaksi digital, baik kebendaan digital maupun jasa digital (Adam &
Inkiriwang, 2025).

Dalam perkembangannya, uang elektronik diatur dengan sistem digital yang
memungkinkan transparansi data transaksi ke berbagai pihak yang terkait. Setiap pembayaran
menggunakan uang elektronik tercatat secara otomatis dan dapat diketahui secara real time.
Mutasi saldo di akun konsumen dan penyedia objek ekonomi teknologi secara jelas terlihat
penambahan dan pengurangannya setelah transaksi dilakukan. Rekam jejak digital perputaran
uang elektronik yang jelas dan transparan meningkatkan kepercayaan diantara pelaku usaha
dan konsumen (Hazar & Babuscu, 2023). Pada akhirnya, uang elektronik berfungsi laiknya
uang fisik dalam bentuk mata uang tertentu yang dipergunakan atas dasar saling kepercayaan
para pihak yang bertransaksi dengan menggunakan mata uang tertentu. Di era digital, uang
elektronik diterima semua pihak yang bertransaksi di dunia digital yang sesungguhanya
merupakan pengalihan dari uang fisik (Osakwe et al., 2021).

Uang elektronik bermula dari vang fisik yang diserahkan pengguna kepada lembaga
penerbit dan dikonversi menjadi saldo digital. Nilai saldo digital tersebut lantas disimpan
dalam media elektronik berbasis kartu (¢hip based) atau aplikasi (server based). Di samping itu
pengguna juga harus melakukan registrasi atau aktivasi akun berdasarkan identitas diri yang
valid untuk mulai bertransaksi di platform digital. Selanjutnya pengguna bisa melakukan zgp
#p saldo di akun yang dimiliki dengan setor tunai atau melalui transfer rekening melalui ATM,
mobile banking, atau gerai ritel (Goodell et al., 2023). Belakangan dikembangkan
standardisasi pembayaran dalam bentuk QRIS (Quick response code Indonesian standard) yang

mengakomodasi berbagai sistem pembayaran menjadi satu sistem (Saripudin et al., 2023).
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Penting dicatat, penggunaan uang elektronik di platform digitial melalui tiga tahap krusial,
otorisast, kliring, dan set#lement oleh bank sentral (El Hassouni & Ouchekkir, 2024).
Identifikasi Tahqiq al-manatpada Objek Akad Ekonomi Berbasis Teknologi Digital

Tahgiq al-manat dipakai untuk mengidentifikasi persoalan atau kasus baru yang tidak
ditemukan sebelumnya dalam khazanah figh (A. Ahmad & Chaniago, 2022). Identifikasi
dimaksudkan untuk mengetahui substansi hukum pada persoalan baru tersebut dengan
mengacu pada substansi hukum yang telah dirumuskan sebelumnya, baik berupa an-nazar,
Ulat al-hukm, ataupun al-ga'idah al-kulliyah. Di era tigh klasik, fabqiq al-manat pada objek akad
ekonomi berkisar pada persoalan fisik yang harus diserahterimakan dengan bertatap muka di
satu tempat (yadan bi yadin fi ittihad al-majlis). Tabqiq al-manat masa itu juga pada hal fisik lain
yang dapat diketahui dengan pancaindera (bzsszy mawjsidan) (Syarir, 2019). Sementara objek
akad ekonomi digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan objek akad klasik tersebut,
berupa sesuatu yang zntangible dan dimanfaatkan hanya di platform digital (Chakim et al.,
2025). Objek akad digital juga ditransaksikan melalui perangkat digital tanpa harus bertemu
secara langsung. Di samping itu objek akad digital tidak bisa diserahterimakan antar tangan
secara langsung (Muhammad et al., 2024). Tabqiq al-manat pada objek akad ekonomi digital
tidak bisa serta merta disamakan dengan zabqiq al-manat pada objek akad ekonomi yang
berbasis pada fisik.

Objek transaksi ekonomi digital hadir sebagai salah satu produk digital hasil
pengembangan sains teknologi terkini. Teknologi digital menghadirkan dunia digital
elektronik yang berbeda dengan dunia nyata. Dunia vitrual yang memungkinkan terciptanya
kebendaan versi digital elektronik secara utuh atau ditransformasi dari kebendaan fisik (Hui,
2013)(Yang, 2025)(Bursi¢ & Stancic, 2019). Oleh karenanya, tahqgiq al-manat terhadap objek
akad ekonomi digital harus dilihat dengan perspektif dunia digital, dari sisi wujudnya, konsep
kepemilikannya, hingga pengalihannya dari satu pihak ke pihak yang lain. Sebagaimana ciri
khas tahqiq al-manat yang berupaya mengetahui dan mengidentifikasi kekhasan atau substansi
hukum pada furi’ atau jug’iyyab, objek akad ekonomi digital meniscayakan diidentifikasi
dengan perangkat keilmuan yang melahirkan konsep digital tersebut (al-Amidi, 1981)(al-
Syatibi, 1997). Objek akad kebendaan dan jasa digital memiliki kekhasan dan ciri tersindiri
dalam versi dunia digital (Duriska et al., 2024)(Coelho Rodrigues, 2022). Termasuk juga
penggunaan uang elektronik yang ditransformasikan dari uang fisik menjadi uang versi digital,
juga memiliki kekhasannya sendiri sebagai alat tukar dan pengalihannya antara para pihak

yang terlibat di dunia digital (Nofriani & Wira, 2024)(Hazar & Babuscu, 2023).
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Objek transaksi digital memungkinkan berupa objek fisik yang didigitalisasi, atau
objek yang sepenuhnya dibuat secara digital (Bursi¢ & Stanci¢, 2019). Objek fisik yang
didigitalisasi bisa dilihat pada e-book, music audio, video film sebagai objek akad digital
kebendaan (Duriska et al., 2024). Juga berbagai layanan fisik yang difasilitasi oleh platform
digital sebagai objek akad digital jasa (Lombardo et al., 2024). Sementara objek transaksi
kebendaan digital yang sepenuhnya dibuat secara digital bisa ditemukan pada software dan
aplikasi (Yang, 2025). Atau layanan berlangganan musik dan film di platform digital tertentu
untuk objek akad digital jasa (Syarizka, 2022). Berbagai jenis objek akad digital tersebut
memiliki ketentuan dan mekanisme yang sepenuhnya mengikuti ketentuan dan mekanisme
dunia digital, bagaimana ketentuan kepemilikannya, bagaimana peralihan kepemilikannya,
termasuk pula mekanisme pembayaran sebagai akibat dari aktifitas di dunia digital.
Kepemilikan objek kebendaan digital ditandai dengan pencatatan dalam blokchain yang
menjadikannya asset khusus yang spesifik, berbeda dengan lainnya. Menurut kajian Wyczik
dan Pilch, objek kebendaan digital masuk kategori benda bergerak tak berwujud, kategori
yang menjadikannya dilindungi hak kepemilikannya dengan berbagai hak ekonomi terkait
(Wyczik, 2025)(Pilch, 2005). Ketentuan ini juga berkaitan dengan pengalihan kepada pihak
lain, untuk pamanfaatan saja, atau pengalihan disertai pemindahan kepemilikan dalam dunia
digital (Damarsasongko, 2023). Begitu pun dengan objek layanan digital dengan konsekuensi
yang menyertainya, apakah berbayar atau cuma-cuma untuk bisa memanfaatkan layanan
digital yang tersedia. Pada objek layanan digital dengan kategori berbayar, maka layanan
digital bisa diberikan setelah dilakukan pembayaran dengan uang elektronik (Syarizka, 2022).

Objek transaksi kebendaan digital dikategorikan sebagai benda bergerak tak berwujud
(Wyczik, 2025). Hal tersebut merujuk pada persepsi bahwa ketentuan berwujud atau tidak
berwujud suatu benda dilihat dari bisa atau tidaknya benda tersebut untuk diserahterimakan
antar tangan (Sari, 2025). Dalam perspektif fahgig al-manat, objek akad kebendaan digital perlu
dilihat keselarasannya dengan ketentuan figh untuk objek akad yang mensyaratkan manyid,
bermanfaat, dan sekaligus dapat diserahterimakan (Zuhaily, 1984), sebagaimana kaidah figh
la yatimmm at-tabarru’ illa bi al-gabd (az-Zarqa, 1989). Hanya saja ketentuan objek akad yang
bersinggungan erat dengan konsep kebendaan (wazariyyah al-mal) tidak sepenuhnya
mengharuskan mawjnd dan dapat diserahterimakan antar tangan secara fisik. Menurut Zuhaily
dan Ipando et al kriteria ini tergantung pada %f yang berkelindan dengan objek akad
(Zuhaily, 1984)(Ipando et al.,, 2025). Tentunya perlu dipahami kalau dalam perspektif

teknologi digital, zawjid dan dapat diserahterimakan memiliki perspektifnya sendiri, dimana
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mawjnd dibuktikan dengan eksistensinya di platform digital, dan serah terima objeknya tampak
dari perubahan pencatatan pada blokchain (Yang, 2025)(Wyczik, 2025)(Murray, 2023).
Sebagaimana uraian Asyiqin et al., fagabud al-bukmiy lebih tepat digunakan dalam konteks
berbagai jenis transaksi aset digital (Asyiqin et al., 2020).

Mengacu pada perspektif tersebut, aset digital latknya NFT dan akun media sosial bisa
dimasukkan dalam kategori a/-mal yang bisa ditransaksikan. Kajian yang ada menyatakan
bahwa NFT memenuhi kritetia almal yang memiliki ciri nilai ekonomi tertentu dan
bermanfaat atau berguna. Nilai ekonomi bisa dilihat dari penerimaan masyarakat terhadap
keberadaan NFT di dunia digital sebagai sesuatu yang berharga. Pun demikian dengan ciri
kemanfaatan dan kegunaan dimana NFT dipandang memberikan fungsi tertentu dalam
keberlangsungan kehidupan manusia di era digital (Tahir et al., 2025). Pun demikian dengan
akun media sosial yang di dunia digital dipandang memiliki nilai ekonomi tertentu karena
reputasi atau popularitas pemilik akun. Oleh karenanya bisa ditransaksikan kepada pihak lain
dan mendapat imbal balik secara ekonomi (Rahmadani et al., 2024).

Ketentuan senada yang perlu memperhatikan keselarasan substansi hukum dalam figh
dengan teknologi digital juga berlaku pada objek akad digital jasa (Vasilieva, 2020). Pada
prinsipnya, konsep manfaat dalam nazariyah al-‘ugid bergandengan erat dengan konsep
kebendaan, sebagaimana kaidah figh a/-‘aqd ‘ala al-a’yan ka al-‘aqd ‘ald manafi’iha (al-Zuhaily,
20006). Kemanfaatan dalam konteks platform digital boleh diambil manakala benda tersebut
dimiliki atau pemilik benda mengizinkan pihak lain untuk memanfaatkannya, baik secara
gratis maupun berbayar (Sariana et al., 2025)(Syarizka, 2022). Hal ini selaras dengan kaidah
tigh Za yajizn li ahadin an yatasarrafa fi milk al-gayr bi la ignih (Haidar, 1991). Konteks demikian
berlaku pula dalam objek akad digital jasa yang menyediakan konten tertentu untuk dapat
dimanfaatkan secara berbayar maupun gratis. Pemanfaatannya pun diatur oleh sistem dan
platform digital yang menaungi. Untuk yang berbayar maka pengguna harus menyelesaikan
proses pembayaran melalui sistem digital terlebih terdahulu untuk dapat menikmati konten
digital. Sementara yang gratis, pengguna dapat menikmati konten digital dengan batasan
tertentu yang sudah diatur (Syarizka, 2022)(Chakrabarti et al., 2022). Artinya, platform digital
memungkinkan agar substansi hukum terkait objek akad berupa manfaat tampak selaras dan
terpenuhi (Ipando et al., 2025).

Meskipun demikian, pemanfaatan berbagai fasilitias di dunia digital, terdapat silang
pendapat batasan antara hak akses dan ownership di dalamnya. Hak akses menilai aset digital

terutama sebagai sesuatu yang dilayani/diizinkan untuk dipakai, sedangkan hak kepemilikan
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menilai aset digital sebagai sesuatu yang seharusnya bisa dimiliki sebagai properti, dengan hak
pakai, alih, jual, atau waris yang lebih dekat ke benda fisik. Perbedaan tersebut bisa dianggap
sebagai ‘layanan yang harus dilisensikan, bukan dibeli,” meskipun yang lain menekankan
bahwa wser merasa memiliki lebih kuat ketika unduhan tetap bisa diakses dan hak-haknya
berlanjut dari waktu ke waktu (Zhu & Cho, 2018). Kajian yang mengidentifikasi aset digial
dari sisi hak akses, berpandangan bahwa keberadaan End User License Agreements (EULA)s and
licensing models telah mengikis hak-hak konsumen tradisional dan menggambarkan properti
dalam era digital sebagai sesuatu yang bergeser menjadi hak untuk mengatur akses ke resource,
bukan selalu kepemilikan fisik (Schoop, 2026). Sementara kajian yang melihat aset digital dari
sisi kepemilikan, berargumen bahwa djgital copies atau digital works sebaiknya diperlakukan lebih
seperti properti, karena tanpa itu hak pengguna jadi terlalu lemah untuk aktivitas normal
seperti transfer, resale, atau preservation. Masih ambigu apakah dalam transaksi digital
memberi kontrol atas objek, atau hanya kontrol sementara atas akses (De Filippi, 2009).

Objek transaksi digital selanjutnya berkenaan dengan alat tukar yang di dunia teknologi
digital dikenal dengan uang elektronik. Uang elektronik menjadi satu-satunya alat tukar yang
dipakai dalam transaksi digital (Tazkiyyaturrohmah, 2018). Menurut Goodell et al,
keberadaan uang elektronik sejatinya merupakan pengalihan dari uang fisik yang biasa dipakai
dalam transaksi. Nilai dalam uang elektronik diperoleh dari penyetoran sejumlah nominal
uang tertentu kepada penerbit uang elektronik. Uang elektronik disimpan dalam sistem digital
yang memungkinkan kejelasan nominal dan kejelasan pemiliknya di dunia digital (Goodell et
al., 2023). Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan persyaratan objek akad dalam figh yang
mengharuskan kejelasan wujud, manfaat, dan kemungkinan diserahterimakannya (Zuhaily,
1984)(Zaidan, 2005)(Zahrah, 1996), namun dalam hal ini tentunya dalam perspektif teknologi
digital (Aulia, 2021). Kaidah figh alamr bi at-tasarruf fi milk al-gayr batil juga menegaskan
keharusan kejelasan siapa pemilik objek akad yang bisa terpenuhi dalam perspektif
penggunaan uang elektronik di dunia digital (al-Zuhaily, 2006)(Aulia, 2021).

Hanya saja perlu dipertegas bagaimana batasan kepemilikan dan pengalihan uang
elektronik. Dalam PBI 20/6/PBI/2018, uang elektronik didefinisikan sebagai instrumen
pembayaran yang nilainya disetor terlebih dahulu kepada penerbit, disimpan secara
elektronik, dan secara tegas ‘bukan merupakan simpanan’; pada saat yang sama, dana float
tetap diposisikan sebagai kewajiban penerbit kepada pengguna dan penyedia barang/jasa.
Kajian Simanjuntak etal. juga menyimpulkan bahwa saldo uang elektronik tidak

dikategorikan sebagai deposito bank dan oleh karena itu tidak dijamin oleh Lembaga
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Penjaminan Simpanan, sementara peraturan dana mengambang Bank Indonesia memberikan
perlindungan terbatas yang masih menyisakan celah normatif bagi konsumen (Lidia
Simanjuntak & Nin Yasmine Lisasih, 2026). Penelitian Bossone juga menunjukkan adanya
inkonsistensi dalam perlakuan hukum antara penerbit mata uang digital dengan bank selaku
penerbit klaim deposito. Oleh sebab itu, perlu adanya reformulasi regulasi terkait penyediaan
mata uang digital, redistribusi tanggung jawab penerbitan dan penggunaannya, serta
perancangan ulang mekanisme perlindungan terhadap hak para pemangku kepentingan
(Bossone, 2021). Oleh karenanya, bisa dikatakan bahwa tathbiq kepemilikan uang elektronik
jelas dalam operasionalnya, namun masih tidak jelas dalam ketentuan legalitasnya.

Mengacu pada berbagai analisis objek akad ekonomi digital di atas, bisa dipahami
bahwa tahqiq al-manat di era kontemporer dalam transaksi ekonomi digital harus dilihat dan
didekati dengan perspektif digital. Operasional zahgiq al-manat diawali dengan deskripsi
masalah secara utuh dan mempertimbangkan aspek kekinian. Dalam hal objek transaksi
ckonomi digital, tentunya perpektif digital beserta dengan aturan legal yang berkaitan harus
menjadi pertimbangan utama untuk mengahasilkan almandt yang tepat. Sebagaimana
dikemukakan Risnandar et. al., zahqgiq al-manat bukan lagi sekadar memeriksa benda atau
transaksi fisik, melainkan memverifikasi entitas digital berlapis; bentuk akadnya, cara kerja
platformnya, aliran manfaat dan risikonya, kepastian atau ghararnya, perlindungan data dan
harta, serta dampaknya terthadap pemenuhan magasid al-syari‘ah (Risnandar et al., 2025).
Ditegaskan oleh Wahyudi et. al dan Saleh & Zakariya, fabqiq al-manat pada objek transaksi
ckonomi digital mengharuskan proses verifikasi kesesuaian objek, akad, mekanisme teknis,
dan konsekuensi maslahat-mafsadat dari praktik ekonomi digital tertentu untuk memastikan
keberlakuan hukum syariah secara tepat, kontekstual, dan selaras dengan maqasid al-syari‘ab

(Wahyudi et al., 2026);(Obaid Hasan Saleh & Zakariyah, 2019).

CONCLUSION

Uraian fahqiq al-manat pada objek akad ekonomi digital secara mendalam menunjukkan
kekhasan dan karakteristik yang berbeda dengan objek akad ekonomi klasik non digital.
Proses tabqiq al-manat disini mengharuskan untuk melihat secara komprehensif realitas digital
pada objek akad ekonomi di satu sisi, dan regulasi yang terkait di sisi yang lain. Dari sisi
operasional terdapat kejelasan bagaimana pemanfaatan, pengalihan, dan pihak yang
dipandang sebagai pemilik terhadap objek akad ekonomi digital. Sistem digital secara jelas

menunjukkan bagaimana objek akad ekonomi digital menyediakan platform digital untuk
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memanfaatkan, termasuk juga bagaimana memindahkan manfaat objek ekonomi digital
tersebut pada pihak lain sebagai pengguna. Hanya saja dari sisi regulasi, seperti dalam uang
elektronik, terdapat ketidakjelasan batas kepemilikan dan siapa yang menjamin
keberadaannya di sistem digital. Uraian tulisan ini juga menunjukkan bahwa proses Zahgiq al-
manat harus secara utuh melihat berbagai hal berkaitan dengan praktek objek ekonomi digital.
Tidak hanya berkenaan dengan sistem digital yang menjadi wadah operasionalnya, namun
juga harus melihat secara utuh regulasi pemerintah yang berkait.

Secara konseptual, tulisan ini berkontribusi untuk memperkaya khazanah teoritik
tahqiq al-manat dalam kajian usul figh dan kaitannya dengan perkembangan teknologi digital.
Metode tabqiq al-manat memungkinkan kajian diawali dari tasawur al-masalah yang ada untuk
kemudian dipahami dengan kerangka teoritik maupun substansi hukum yang sudah tersaji
dalam literatur figh. Termasuk dalam hal ini, artikel ini berupaya mengawalinya dengan
memahami realitas objek transaksi ekonomi berbasis teknologi digital yang sudah menjamur
dan mewarnai seluruh aspek kehidupan manusia saat ini. Sedangkan dipahami bahwa objek
ekonomi berbasis teknologi digital tersebut tidak sepenuhnya berangkat dari konsep-konsep
akad dalam figh. Oleh karenanya, dengan pendekatan fabqiq al-manat, diketahui bahwa secara
literal terdapat perbedaan antara objek akad fisik yang sudah digariskan dalam figh klasik
dengan objek transaksi ekonomi berbasis teknologi digital, namun secara substansi dipahami
terhadap kesamaan dan kesesuaian diantara keduanya.

Sebagai salah satu metode #zatbigiy dalam berijtithad di masa depan, kajian ini
merekomendasikan bagaimana proses zahqiq al-manat terdahap objek transaksi ekonomi
digital semestinya dijalankan oleh lembaga atau organisasi yang berkecimpung dalam
membrikan fatwa hukum ekonomi syariah, seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia, Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan
lainnya. Tabgiq al-manat atas objek transaksi ekonomi digital harus menguji tiga aspek berikut;
pertama, operasioanl objek akad ekonomi dalam sistem digital dengan berbagai platformnya
secara utuh. Objek transaksi ekonomi digital perlu diidentifikasi secara detail siapa yang
dikategorikan sebagai pemilik dan siapa yang dikategorikan sebagai pengguna, schingga
dikenali dengan presisi antara hak milik dan hak manfaat yang berlaku pada objek transaksi.
Kedua, regulasi yang mengatur objek transaksi ekonomi digital secara keseluruhan. Di satu
sisi perlu mengiktui aturan legal yang sudah eksis, di sisi lain bila dirasa regulasi belum pas,
mengusulkan kepada regulator untuk memperjelas aturan main berkenaan dengan objek

transaksi ekonomi digital. Ketiga, teori figh yang tepat dari berbagai mazhab figh yang
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tersedia. Perumus fatwa perlu secara tegas memilih untuk sekedar mengikuti teori figh yang
ada, atau bila dirasa perlu merevisi teori figh yang sudah ada dengan mengemukakan figh

beru yang lebih tepat dengan perkembangan dunia digital saat ini.
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